
 
BUPATI BANDUNG BARAT 
PROVINSI JAWA BARAT 

 
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT 

 
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.502-Dinkes/2024 

 
TENTANG 

 
INTEGRASI PESERTA PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI FAKIR MISKIN 
DAN ORANG TIDAK MAMPU DI LUAR TANGGUNGAN PENERIMA BANTUAN IURAN 
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KE DALAM PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH 

DAN BUKAN PEKERJA DAN BANTUAN BAGI PESERTA PEKERJA BUKAN 
PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA KELAS 3 JAMINAN KESEHATAN 

NASIONAL DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024 
 

BUPATI BANDUNG BARAT,  

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan              
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan 
dan Penguatan Sektor Keuangan dan Undang-Undang Nomor 
24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan 
Bupati tentang Integrasi Peserta Pembiayaan Pelayanan 
Kesehatan Bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Luar 
Tanggungan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 
Nasional ke Dalam Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan 
Pekerja (PBPU dan BP) dan Bantuan Bagi Peserta Pekerja 
Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU dan BP) Kelas 
3 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Wilayah Kabupaten 
Bandung Barat Tahun 2024; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 
tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 
6845); 

 

 

 

 

 

SALINAN 



 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4688); 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125); 

 

 



 

8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 
2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 
Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi 
Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, 
Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta 
Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang 
Perawatan Kelas III, Dan Bantuan Iuran Bagi Peserta 
Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja 
Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III 
Oleh Pemerintah Pusat Dan/Atau Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 685); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 
Barat Nomor 3); 

12. Peratuaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bandung Barat tahun 2023 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6); 

13. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi 
Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Luar Tanggungan 
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional 
(Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 
Nomor 2); 

14. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 51 Tahun 2022 
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 
Nomor 51); 

15. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 76 Tahun 2023 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten 
Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 76) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati 
Bandung Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan 
Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2023 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bandung 
Barat Tahun 2024 Nomor 13); 

 



 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Bupati 
Bandung Barat Nomor : 100.3.3.2/Kep.1109–Dinkes/2023 
tentang Penetapan Integrasi Peserta Pembiayaan Pelayanan 
Kesehatan Bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Luar 
Tanggungan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 
Nasional ke Dalam Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan 
Pekerja dan Bantuan Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima 
Upah dan Bukan Iuran Pekerja  Kelas 3 Jaminan Kesehatan 
Nasional di Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024. 

KEDUA : Integrasi Peserta Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Fakir 
Miskin dan Orang Tidak Mampu di Luar Tanggungan Penerima 
Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional ke Dalam Pekerja 
Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU dan BP) dan 
Bantuan Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan 
Bukan Iuran Pekerja (PBPU dan BP) Kelas 3 Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN) di Wilayah Kabupaten Bandung 
Barat Tahun 2024, dengan kuota maksimal sebanyak 196.000 
(seratus seratus Sembilan puluh enam ribu) jiwa. 

KETIGA : Premi Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud 
pada Diktum KEDUA, dibayarkan kepada BPJS Kesehatan 
sebesar Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan Bantuan 
Iuran sebesar Rp2.800 (dua ribu delapan ratus rupiah) per jiwa 
setiap bulan  selama 5 (lima) bulan. 

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk Premi sebagaimana dimaksud 
pada Diktum KETIGA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 
Anggaran 2024, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2024. 

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat 
kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan 
sebagaimana mestinya. 

 

Ditetapkan di Ngamprah 
pada tanggal 18 Juli 2024 

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT, 

 
ttd. 

ADE ZAKIR 

 

 


